BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI MAGELANG,

Mcumbang @ a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Dacrah Nomor
1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran  Anggaran Pendupaten dun Belanju  Daersh Tahun
Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2007,

Meigingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 tcntang Pembentukan Daerah-dacrzh
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982
tentang Pemindahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan
Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
(Lembaran Negara Takun 1982 Nomor 36);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (lembaran Ncgara Republik Indonesia 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubuh dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomo 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 (entang Penyclenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tehun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286),
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18.

19.

20.

Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 53, Tumbahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400),

-Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

}’cmbungunun Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
[ahun 2000 Nomor 206, ‘umbuhan Lembaran Negara Nomor 3952),

- Undang-undang Nomor 32 ‘l'uhun 2004 (entang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 125,
'l"umbuhnn Lembaran Neguru Nomor 4437) scbuguimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, ‘Tambahan lcmbaran Negara
Nomor 4548);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Kcuangan antara Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan |.embaran Negara Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 ‘Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaruan Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2001Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintth Nomor 24 Tahun
2004 tentang Keduduk.n dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan | viwakilan Rakyat Dacrah (Lemtaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerirtah Noinor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keugngan Badan lLayanin Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 48, Tambahan Lembarun Negara
Republik Indonesia Nomaui 1502),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentaryg Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor - ‘Tamahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503),

Peraturan Pemerintah Ni mor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara ¢ ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembarun ' {egi1a Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomo: 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran ™ ura Republik Indonesia Tahun ZOQS
Nomor 137, Tambahan Lc.abaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575)
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahup 2005 Jgntang  Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negarg Ropeb|ik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lémbaran- Negdra Republik
Indonesia Nomor 4576);"

22, Peraturan  Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang  Hibah
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

24, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah. '

MEMUTUSKAN : ;
:tapkan : PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2007.
' Pasal |
aran Pendapatan dan Belanji Daerah Tahun Anggaran 2007 (erdiri atas :
ndapatun
. Pendap.tan Asli Daerah Rp. 60.387.586.200,00
» Dana Pcrimbangan Rp. 625.319.833.000,00
Lain-lain Pendapatdn yang sah Rp. 42.073.974.000,00 1
Jumlah Pendapatan Rp. 727.781.393.200,00
3clanja
... Belanja Tidak Langsung
1). Belunja Pegawai Rp. 401.611.046,860,00
2). Belanja Bunga Rp.  145.688.000,00
3). Belanja Subsidi Rp.
4). Belanja Hibah Rp.
5). Belanja Bantuan Sosial ~ Rp.  3.244.695.000,00
5). Belanja Bagi Hasil Rp.

7). Belanja Bantuan KeuanganRp. 71.227.120.000,00
3). Belunja Tidak Terduga  Rp.  3.500.000.000,00

Rp. 479.728.549.860,00

L 3elanja Langsung

1). Belanja Pegawai Rp. 26.910.437.260,00
2). Belanja Barang dan Jasa  Rp.135.152. Is.ggg.gg
3 slanj Rp.135.168.204.000,
kb . Rp 297.231.589.950,00.
Jumlah Belanja Rp.776.960.139.810,00
 Defisit (Rp. 49.178.746.610,00)
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Pembiayaan

a. Pencrimaan Rp. 69.847.780.610,00
b. Pengeluaran Rp. 20.669.034,000,00 -
Pembiayaan Netto Rp. 49.178.746.610,00
Sisa Lcbih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 00
Pasal 2

tingkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal | dalam Lampiran |
I raturan Bupati ini.

Pasal 3

' ‘njabarun APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal | dirinci lebih lanjut dalam
| mpiran [ Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

. «mpiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
«erpisahken dari Peraturan Bupati ini.

Pasal §
?-laksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih

'enjut dalem dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat dacrah sesuai dengan
i« lentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak
tanggal 1 Januari 2007.

Avar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
(¢ 1gan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 14 £pRj( 2<?

BUPATI MAGELANG,

.
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SINGGIH SANYOTO
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BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 10
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